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BUPATI TULUNGAGUNG

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATITULUNGAGUNG NOMOR 41

TAHUN 2012 TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dalam

keadaan darurat dan/atau mendesak yang belum cukup tersedia

dan/atau belum dianggarkan dalam APBD serta penyesuaian

dana tunjangan profesi guru PNSD, dapat dilaksanakan

mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2OL3, oleh karena itu perlu diadakan

Perubahan atas Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 41 Tahun

2Ol2 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2OL3 yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 1.9, Tambahan Irmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor L9, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27301;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan

undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286l.;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOQ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor LO4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2Ll;

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4497), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OA8

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8a\;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa3$;

1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aO59);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 52341;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2L

Tahun 2OAT tentang Perubahan ketiga atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aT D);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5O2l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57al;
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik

Inonesia Nomor a5761;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penlrusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5

Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a587) ;

2O.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a593);

2l.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6ral;

22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 47371;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a7all;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 49721;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLO Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Oll;

2S.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84IPMK.O7l2OO8

tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil

cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20|PMK.O7 l2Oa9;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20lt
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol3;
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31 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2O2 IPMK.OT I 2Ol2

tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah

Tahun Anggaran 2013;

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4l lPMK.OT 1201.3 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai

Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan

Kota Tahun Anggaran 2Ol3;

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42IPMK.O7 l20t3 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan

Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2OL3;

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.O7l2Ol3

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

41 /PMK.O7 /2Ot3 tentang Pedoman Umum dan Alokasi

Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2OL3;

35. Peraturan Daerah Kabupaten T\:lungagung Nomor 8 Tahun

2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten T\-rlungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);

36. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 14 Tahun

2OOT tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OO7

Nomor 03 Seri E);

3T.Peraturan Daerah Kabupaten T\-rlungagung Nomor 10 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2OO8 Nomor O1 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tlrlungagung Nomor 11 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2OO9 2Ol3

(Lembaran Daerah Kabupaten Tlrlungagung Tahun 2008

Nomor 02 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 16 Tahun

2OlO tentang Pajak Daerah Kabupaten T\rlungagung
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(Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2OlA

Nomor 01 Seri B);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun

2OL2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2OL3 (Lembaran Daerah Kabupaten

T\rlungagung Tahun 2OL2 Nomor 3 Seri A);

4l.Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 41 Tahun 20 12 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2Ot3 (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung

Tahun 2Ol2 Nomor 41).

I                 MEMUTUSKAN:

ν    Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

I               PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 41 TAHUN 2012
.                TENTANG  PENJABARAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN

I                BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4l Tahun 201.2 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2073

(Berita Daerah Tahun 2Ol2 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Rp L2l .702.681 .962,87
Asli Daerah

b. Dana Rp 1.138.014.761.541,OO
Perimbangan

c. Lain-lain Rp 444.600.561 . 183,00
Pendapatan
Daerah Yang
Sah

V

“

一

Jumlah Pendapat&n ................,................ Rp 1.704.318.004.686187



2 BelanJa

a Belania Tidak Langsung

l)BClatta       Rp  l 139.270.655.618,87
Pegawai

2)Belatta Bunga Rp

3)Belatta     Rp
Subsidi

0,00

0,00

し

4)Belatta Hibah  Rp    38.280.079.100,00

5) Belatta       Rp     20 221.250.000,00
Bantuan
Sosial

6)Belatta  Bagi Rp     6.033.781.000,00
Hasil

7) Bclatta       Rp     70.528.768.468,00
Bantuan
Kcuangan

8) Bcl`uゴa Tidak Rp      2.025000000,00
Terduga

Jumhh Belalla Tidak Langsung“ ¨̈ “̈̈ .̈  R, 1.276.359。 534。 186,87

b.Belatta Langsung

l) Belatta       Rp     53.804.248.500,00
Pegawal

2) Belatta       Rp    251.847.276.085,00
Barang   dan
」asa

3) Belatta MOdal  Rp    150 199.161 185,00

Jumlah BelanJa Langsung Rp 455.850.685.770,00

JumhL Be■ MJa・ “̈・.¨“.."¨“"“ "̈¨ "““““。 RP l.7●2.210.219。956,87

SurplWノ lDen31t)。 .“¨̈ “̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈ ¨̈  ̈Rp   127.892.215。 270,00)

3.  Pemblayaan

a.  Pcncrirnaan    RP     30.892.215.270,00

b.  Pengeluaran   Rp      3 000.000.000,00

Jumlah PembLyaan Netto.“ ““̈ ¨̈ "̈¨ “̈  ̈ RP    27.892.215。 270,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp                 O,00
berkenaan(SiLPA}
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I

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada angka I tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimala

dimaksud pada angka 1 dirinci lebih lanjut dalam L,ampiran II Peraturan Bupati

ini.

l,ampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.

Ditetapkan di Trrlungagung

pada tanggal ll Juli 2013

GAGUNG, 
f)

Diundangkan di Tulungagung

NIP. 19590919 199003 1006

Berita Daerah Kabupaten Tlrlungagung
Tahun 2013 Nomor 17
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